
BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH UNTUK PENYEDIAAN PENGELUARAN BELANJA
YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa dalam
hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Kepala
Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setiap bulan
paling tinggi sebesar 1/12 (satu per dua belas) jumlah
pengeluaran APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan
hanya dibatasi untuk mendanai keperluan mendesak;

b. bahwa mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025
belum ditetapkan, maka dalam rangka kelancaran tugas-
tugas Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir, sambil
menunggu penetapan APBD Tahun Anggaran 2025
dipandang perlu melakukan pengeluaran kas untuk
pembayaran belanja yang bersifat mendesak atas beban
Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas Mendahului
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
untuk Penyediaan Pengeluaran Belanja yang Bersifat
Wajib dan Mengikat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025;
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Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemeritah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun
2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Nomor 2);

10. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN- KAS
MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH UNTUK PENYEDIAAN PENGELUARAN
BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir serta untuk menjamin
kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar yang dianggap perlu, Pemerintah

Kabupaten Rokan Hilir melakukan pengeluaran kas untuk belanja yang
bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat pada Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat
tetap dapat dilakukan sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.



Pasal 3

Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat wajib sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan
pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan,
kesehatan dan melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 4

Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat mengikat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

(1)

(1)

(2)

belanja dalam bentuk gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Aparatur
Sipil Negara;
Uang Representasi dan Tunjangan Pimpinan serta anggota DPRD serta gaji
dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan
dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

a.

Pasal 5

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan
dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis
yang dilakukan oleh pengguna anggaran dan diajukan kepada yang
melaksanakan fungsi perbendaharaan.

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan untuk
setiap bulannya adalah sebesar 1/2 (satu per dua) dari 1/12 (satu per dua
belas) dari pagu anggaran yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2024.

(2)

Pasal 6

Untuk melakukan pembayaran dalam rangka merealisasikan pengeluaran
daerah, terlebih dahulu ditunjuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan serta Pejabat
Pengelolaan Keuangan pada satuan kerja.

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu

ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala
Perangkat Daerah dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan
Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025 NOMOR

Resuai dengan aslinya
ABAGIAN HUKUM

SETD
AEN

1017 200012 1 002
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